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ABSTRAK 
Nama   : Muh. Hamid 
Nim   : 10700113023 
Judul    : Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.  
 
 
 Ketimpangan masih menjadi masalah yang harus di perhatikan dalam 
pembangunan di setiap wilayah terutama di Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi 
baru di Indonesia, hal ini mendorong peneliti melihat bagaimana laju pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat ketimpangan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 
dengan melihat bagaimana pola pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan 
pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder yaitu: pendapatan perkapita dan jumlah penduduk 
selama 5 tahun dari tahun 2011-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Tipologi Klassen, untuk mengelompokkan tiap-tiap 
wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta 
mengelompokkan dalam empat Kuadran, kemudian menganalisis dengan 
menggunakan Indeks Williamson untuk melihat tingkat ketimpangan berdasarkan 
pendapatan perkapita dan jumlah penduduk serta pembuktian Hipotesis Kuznets 
tentang U-Terbalik. 
Hasil penelitian dengan Analisis Tipologi Klassen menggambarkan bahwa 
ada perbedaan pola dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yaitu: ada 
dua wilayah dalam Kuadran I (tumbuh cepat) dan empat wilayah dalam Kuadran IV 
(relatif tertinggal), serta dalam analisis Indeks Williamson memperlihatkan bahwa 
ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong rendah dengan rata-rata 
0,350. Sementara Hipotesis Kuznets tentang U-Terbalik yang menggambarkan 
hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi 
Sulawesi barat tahun 2011-2015. 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Hipotesis Kuznets  
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan 
yang merata tanpa adanya disparitas. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, 
pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan serta 
mensejajarkan setiap daerah kabupaten di wilayah Sulawesi Barat yang sudah maju. 
Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi 
diantaranya “pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar penduduk.”1 
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena 
itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud 
peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata dan kebijaksanaan 
pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan 
cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. “Namun hasil pembangunan 
kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah.”2 
Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat 
yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan.  
                                                          
1
 Todaro, “Ekonomi Pembangunan” Erlangga, Jakarta, 2006 
2
 Arsyad, Lincolin “Ekonomi Pembangunan” STIEYKPN, Yogyakarta, 1999 
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Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 
dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk 
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk 
menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan 
ekonomi didalam wilayah tersebut.
3
 
 
Akan tetapi kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumber daya 
alam yang berbeda, menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju 
dibandingkan daerah yang lainnya. Karena itu kebijakan pembangunan dilakukan 
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan 
potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah. 
Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. 
Untuk itu perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan 
khusus pada daerah tertentu saja.  
Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan 
ekonominya. Karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan 
yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan 
pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka “dibutuhkan 
penambahan pendapatan setiap tahunnya, hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan 
output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) 
setiap tahunnya”.4  
                                                          
3
  Arsyad, Lincolin “Ekonomi Pembangunan” STIEYKPN, Yogyakarta, 1999.  
4
 Rendi Hangga Kusuma, Jurnal, “Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan 
Pendapat Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah, 2004-2008”, 2011 
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Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu 
dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadi perubahan 
secara struktur fisik atau materi, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. 
Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan 
aspek-aspek materi dari kehidupan sehari-hari. Pembangunan merupakan upaya 
memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada.  
Kebijakan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan : 
“Otonomi Daerah” adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dimaksudkan 
untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan 
daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.  
 
Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang 
mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab masing masing tingkat pemerintahan. 
Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga 
peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan 
pembangunannya.  
Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan semakin luas kepada 
daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan 
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sumber pendanaan yang dimiliki dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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Pelaksanaan dari otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 yang 
mana wewenang pengelolaan sistem pemerintahan yang bersinggungan langsung 
dengan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Terdapat 
beberapa konsekuensi dari dijalankannya sistem otonomi daerah yaitu :  
pemerintah daerah dituntut secara mandiri untuk mengelola keuangannya 
dengan berusaha menggali potensi fiskal yang dimiliki daerah tersebut dan 
bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya serta 
kemampuan ekonominya.
6
 
 
Adanya otonomi, “daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan 
pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari 
pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi 
masyarakat”.7 Sehingga peran perusahaan milik daerah dan investasi swasta sangat 
diharapkan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi daerah. Serta daerah diharapkan mampu menarik investor 
untuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki kemampuan 
dalam mengelola keuangan atau kapasitas fiskal daerah, seperti sumber daya alam, 
kondisi geografis daerah. 
Hal ini menjadi sangat penting karena menentukan besarnya tingkat 
pendapatan suatu daerah serta akan menciptakan berkurangnya tingkat 
                                                          
5
 Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita  dan Made Suyana Utama. Jurnal,, Analisis Pertumbuhan 
Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar, Bali, 2013 
6
 Doni Mahardiki, Rokhedi Priyo Santoso, Jurnal, ”Analisis perubahan ketimpangan 
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia 2006-2011” 2013. 
7
 Natal Kristiono, Artikel, “Otonomi Daerah” 2015. 
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ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu, dengan 
adanya otonomi daerah menjadikan tingkat pendapatan antar daerah berbeda-beda 
sesuai dengan potensi fiskal yang dimiliki. Adapun dampak lain dengan adanya 
otonomi daerah, terdapat kecenderungan masing-masing daerah mementingkan 
daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam hal meningkatkan 
pembangunan dan pertumbuhan. Pembangunan akan menciptakan ketimpangan antar 
daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya proses pembangunan dan akan berubah 
sejalan dengan tingkat perubahan proses pembangunan itu sendiri. 
Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi 
dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan 
oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi 
yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan 
suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena 
itu, tidak mengherankan  jika setiap daerah biasanya terdapat daerah maju dan daerah 
terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar daerah ini “membawa implikasi terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah.”8  
Melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu daerah 
tidaklah mudah. Banyak yang menjelaskan bahwa ketimpangan ada karena 
banyaknya kemiskinan pada suatu wilayah, namun juga banyak yeng berpendapat 
bahwa ketimpangan terjadi karena adanya kemiskinan di tengah kemapanan suatu 
wilayah. Ketimpangan pembangunan ini bukan antara kelompok kaya dan miskin 
                                                          
8
 Sjafrisal “Ekonomi Regional (Teori dan Implikasi)” Niaga Swadaya, Jakarta, 2008 
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melainkan adanya daerah yang tertinggal dan daerah yang maju. 
Penyebab ketimpangan antar wilayah biasanya berupa perbedaan sumber daya 
alam seperti adanya kandungan alam minyak dan gas atau tingkat kesuburan lahan 
antara daerah satu dengan daerah lain yang tidak sama. Dengan adanya perbedaan itu 
membuat kegiatan produksi daerah yang memiliki sumber daya alam bagus lebih 
efisien dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan daerah lain. “Sehingga 
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki kondisi alam lebih bagus akan 
lebih cepat dibandingkan daerah lain.”9  
Faktor demografis bisa menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Kondisi 
demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan 
struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan 
kondisi ketenagakerjaan dan etos kerja maupun tingkah laku. Perbedaan kondisi 
demografis ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja daerah yang 
bersangkutan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa juga akan bisa mendorong 
terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Alasannya adalah 
“karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah 
tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan.”10 
Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul 
dalam pembangunan. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah ketimpangan 
ekonomi. “Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan 
                                                          
9
 Sjafrizal “Ketimpangan Antar Wilayah” Niaga Swadaya, Jakarta, 2008 
10
 Sjafrizal “Ketimpangan Antar Wilayah” Niaga Swadaya, Jakarta, 2008 
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pendapatan perkapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok 
lapangan kerja, dan antar wilayah.”11 Dalam konteks pembangunan dan ketimpangan 
tersebut, sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sebagai otonomi baru, 
pemerintah dan semua lapisan masyarakat sudah memiliki komitmen yang kuat untuk 
melakukan pembangunan, yaitu membangun Sulawesi Barat yang tetap 
memperhatikan pemerataan dan pengembangan wilayah. 
Sulawesi Barat sudah memiliki Enam Daerah Kabupaten. Kabupaten termuda 
adalah Mamuju Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Penyusunan ini 
menggunakan tahun dasar yang baru yakni 2010. Data series PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu alat ukur keberhasilan 
pembangunan. Data PDRB dapat dijadikan sebagai dasar penentuan target 
pertumbuhan ekonomi dan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang 
telah dilakukan. Pengukuran dengan data PDRB dapat menggambarkan besaran 
alokasi masing-masing kategori dalam menciptakan perekonomian (struktur 
ekonomi) serta pertumbuhan per kategori disamping pertumbuhan secara total.  
Peranan masing-masing Kabupaten digambarkan sesuai dengan peranan-nya 
dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat serta sebaran potensi ekonomi sektoral. 
Dengan membandingkan peranannya terhadap total Kabupaten diharapkan dapat 
diketahui posisi relatif setiap daerah dan untuk melihat perkembangannya di lihat dari 
                                                          
11
 Denny Iswanto, Jurnal, “Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota dan Pertumbuhan 
Ekonomi di Provinsi Jawa Timur” 2015 
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kondisinya selama periode 2010-2014, sehingga dalam penulisan ini akan 
menggunakan data PDRB yang menggunakan tahun dasar 2010. 
Besarnya PDRB antar Kabupaten di Sulawesi Barat cukup bervariasi. Hal ini 
disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti 
“perbedaan tersedianya sumber daya alam, faktor-faktor produksi, infrastruktur 
penunjangnya dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut. 
Perbedaan ini mengakibatkan besaran PDRB di setiap daerah berbeda cukup besar”.12 
 Hal ini di gambarkan dengan kontribusinya terhadap total PDRB atas dasar 
harga berlaku dan total PDRB atas dasar harga konstan: 
 
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2016 
                                                          
12
 Lihat, Sulbar Dalam Angka 2017 
2010 2011 2012 2013 2014
Kab. Majene 2,075 2,338 2,587 2,847 3,187
Kab. Polewali Mandar 4,939 5,725 6,451 7,161 8,134
Kab. Mamasa 1,307 1,473 1,623 1,758 1,91
Kab. Mamuju 4,164 4,942 5,608 6,322 7,294
Kab. Mamuju Utara 3,412 4,156 4,741 5,33 6,734
Kab. Mamuju Tengah 1,286 1,46 1,615 1,801 2,044
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grafik: 1.1 
PDRB Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar) pada 
Tahun 2010-2014 
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 Jika di lihat dari data PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010-2014 
Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami penigkatan dari semua Kabupaten yang ada. 
Pada tahun 2010 sampai tahun 2014 Kabupaten Polewali Mandar memiliki posisi 
yang paling tinggi nilai PDRB atas dasar harga berlaku, ini di sebabkan karena di 
Kabupaten Polewali Mandar kondisi geografisnya baik serta pemberdayaan sumber 
daya manusia yang baik, jika di bandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di 
Provinsi Sulawesi Barat. Pada tingkat lapangan usaha dari segi Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Kabupaten Polewali Mandar 
paling tinggi dari semua kabupaten yang ada serta didukung Real State yang tinggi. 
Kabupaten Mamuju Berada di posisi kedua lebih rendah jika di bandingkan 
dengan Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju hanya berbeda sedikit 
dengan Kabupaten Polewali Mandar walaupun kondisi geografisnya sama akan tetapi 
jumlah dan kualitas sumber daya manusianya yang lebih rendah. Kabupaten Mamuju 
Utara berada diposisi ketiga, lebih rendah dari kedua Kabupaten diatas, ini di 
sebabkan karena kabupaten Mamuju Utara masih sangat rendah pemberdayaan 
sumberdaya yang ada baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. 
Kabupaten Majene Berada diposisi keempat dengan PDRB atas dasar harga 
berlaku pada tahun 2010-2014 karena Kabupeten Majene masih rendah pergerakan 
pertumbuhan perekonomiannya. Pada posisi kelima yaitu Kabupaten Mamasa yang 
disusul oleh Kabupaten Mamuju tengah sebagai Kabupaten baru. Pada tahun 2013-
2014 Kabupaten Mamuju Tengah menggeser Kabupaten Mamasa ini disebabkan 
karena pergerakan pertumbuhan perekonomian atau memberdayakan potensi 
10 
 
sumberdayanya dengan baik sehingga Kabupaten Mamuju Tengah lebih cepat di 
bandingkan dengan Kabupaten Mamasa. 
Sedangkan total PDRB atas dasar harga konstan di setiap Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Barat pada tahun 2010-2014 juga mengalami peningkatan, di lihat pada 
Grafik di bawah ini:  
Sember: BPS Sulawesi Barat, 2016 
Jika dilihat dari tabel PDRB atas dasar harga konstan tidak jauh berbeda dengan 
PDRB atas dasar harga berlaku, dimana Kabupaten Polewali Mandar memiliki PDRB 
atas dasar harga konstan yang tinggi dari tahun 2010-2014. Pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Polewali Mandar lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Barat karena didukung 
2010 2011 2012 2013 2014
Kab. Majene 2,075 2,236 2,401 2,534 2,67
Kab. Polewali Mandar 4,939 5,405 5,885 6,311 6,773
Kab. Mamasa 1,307 1,404 1,498 1,573 1,651
Kab. Mamuju 4,164 4,638 5,098 5,528 6,016
Kab. Mamuju Utara 3,412 3,931 4,395 4,758 5,532
Kab. Mamuju Tengah 1,286 1,402 1,52 1,603 1,695
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Grafik: 1.2 
PDRB Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan (Miliar) pada 
Tahun 2010-2014 
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oleh kondisi geografis yang baik serta pengelolaan kualitas sumber daya manusia 
baik.  
Kabupaten Mamuju berada diposisi kedua, pergerakan pertumbuhan 
perekonomiannya lebih rendah jika di bendingkan dengan Kabupaten Polewali 
Mandar, walaupun kondisi geografisnya sama akan tetapi jumlah dan kualitas sumber 
daya manusianya yang rendah sehingga pertumbuhan lapangan usahanya lebih rendah 
dari Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan Kabupaten Mamuju Utara berada 
diposisi ketiga yang hanya selisih sedikit dari Kabupaten Mamuju. Sedangkan 
Kabupaten Majene berada diposisi keempat, pergerakan pertumbuhan 
perekonomiannya rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan tetangganya yaitu 
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju. Posisi kelima disusul oleh 
Kabupaten Mamasa serta Kabupaten Mamuju Tengah Berada di posisi 
keenam/terakhir. Pada tahun 2012-2014 Kabupaten Mamuju Tengah mampu 
menggeser Kabupaten Mamasa karena pergerakan perekonomian Kabupaten Mamuju 
Tengah lebih cepat, dapat dilihat dari hasil data PDRB atas dasar harga konstan. 
Peranan masing-masing Kabupaten dalam menciptakan total PDRB Kabupaten 
(persen), tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel: 1.1 
Peranan Masing-Masing Kabupaten Dalam Menciptakan Total PDRB  
Kabupaten (Persen), Tahun 2010-2014. 
Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Majene 12,08 11,63 11,44 11,29 10,88 
Polewali Mandar 28,74 28,49 28,51 28,40 27,76 
Mamasa 7,61 7,33 7,18 6,97 6,52 
Mamuju 24,23 24,60 24,78 25,07 24,89 
Mamuju Utara 19,86 20,68 20,95 21,14 22,98 
Mamuju Tengah 7,49 7,27 7,14 7,14 6,98 
Sulawesi Barat 100 100 100 100 100 
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2016 
Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan dari Kabupaten, nampak jika terjadi 
pergeseran posisi dalam menciptakan total PDRB Kabupaten. Pada tahun 2010-2014 
terlihat jika Kabupaten Polewali Mandar memiliki share yang paling tinggi. Karena 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar lebih cepat serta pemberdayaaan 
sumberdaya yang ada dengan baik sehingga lapangan usaha di Kabupaten Polewali 
Mandar lebih tinggi jika di bandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi 
Sulawesi Barat. 
Kabupaten Mamuju berada diposisi kedua karena perekonomian serta 
penggunaan sumberdaya Kabupaten Mamuju belum terkelola dengan baik jika di 
bandingkan dengan Kabupaten Polewali Mandar sehingga Kabupaten Mamuju tidak 
mampu bersaing dengan Kabupaten Polewali Mandar dalam jumlah total PDRB 
Kabupaten. Kabupaten Mamuju Utara berada diposisi ketiga yang tidak jauh berbeda 
dengan Kabupaten Mamuju dalam kontribusi PDRB Kabupaten. Penggunaan 
sumberdaya di Kabupaten Mamuju lebih baik jika di bandingkan dengan Kabupaten 
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Mamuju Utara sehingga lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Mamuju lebih 
tinggi. 
Kabupaten Majene berada diposisi keempat jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan 
Kabupaten Mamuju Utara. Pergerakan pertumbuhan perekonomian Kabupaten 
Majene lambat/rendah sehingga terus mengalami penurunan tiap tahunnya dalam 
menciptaan PDRB Kabupaten. Kabupaten Mamasa berada diposisi kelima disusul 
oleh Kabupaten Mamuju Tengah yang berada diposisi keenem/terakhir.  
Ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan dari perkembangan aktivitas 
ekonomi Kabupaten dalam menciptakan perekonomian Sulawesi Barat adalah 
perekonomian Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 
2013-2014 pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah bergerak 
dengan cepat sehingga mampu menggeser Kabupaten Mamasa yang berada diposisi 
kelima dalam menciptaan PDRB Kabupaten. Mamuju tengah didukung oleh kondisi 
geografis serta pengelolaan sumber daya manusia dengan baik. 
Manusia dituntut untuk memberdayakan semberdaya yang ada untuk 
mendorong perekonomian di daerah, sebagai mana dalam Al-Qur’an bahwa kita 
sebagai umat muslim diwajibkan untuk berusaha mencari pekerjaan serta 
menggunakan sumberdaya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan 
serta dalam meningkatkan pembangunan di masyarakat. Banyak sekali ayat al-Qur’an 
yang menyuruh manusia untuk bekerja dan memanfaatkan berbagai hal yang ada di 
dunia untuk bekal hidup dan mencari penghidupan di dunia, diantaranya: 
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Q.S. Al-A’raf (7) ayat 10  
                        
Terjemahnya: 
Dan sungguh, Kami telah Menempatkan kamu di bumi dan disana Kami 
Sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu 
bersyukur. 
Q.S. Al-Jatsiyah (45) ayat 13 
                               
     
Terjemahnya: 
Dan Dia Menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berpikir. 
Q.S. An-Naba (78) ayat 11 
           
Terjemahnya: 
Dan Kami Menjadikan siang untukmu untuk mencari penghidupan,
13
 
 Ayat-ayat di atas pun menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin 
mencapai kemajuan hendaknya memberdayakan sumberdaya alam yang ada serta 
harus bekerja keras. Telah menjadi sunatullah di dunia bahwa kemakmuran akan di 
capai oleh mereka yang bekerja keras dan memanfaatkan segala potensinya untuk 
mencapai keinginannya. Tidak heran jika banyak orang yang tidak beriman kepada 
                                                          
13
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 
2010) 
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Allah SWT, tetapi mau bekerja keras untuk mendapatkan kemakmuran di dunia 
“walaupun diakhirat tetap celaka”. Sebaliknya adapula yang beriman kepada Allah 
SWT, tetapi tidak mau bekerja dan berusaha sehingga sulit untuk mencapai 
kemakmuran. 
Karena itu, seorang muslim selayaknya mengeluarkan segala kemampuan-nya 
untuk mencari rezeki dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, rezeki yang di usahakannya 
harus halal, tidak mengutamakan penghasilan yang banyak semata, tanpa 
mengindahkan aturan-aturan yang telah di tetapkan. Tentu saja, pekerjaan apapun 
tidak dilarang “selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam bekerja, 
sebaiknya ia menggunakan tangannya atau kemampuannya serta sesuai pula dengan 
keahliannya.”14 
 
B. Rumusan Masalah 
1.  Apakah ada perbedaan pola ekonomi antar Kabupaten yang ada di Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2011-2015? 
2. Apakah tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat terus megalami 
penigkatan tahun 2011-2015? 
3. Apakah hipotesis Kuznets tentang U terbalik berlaku di Provinsi Sulawesi 
Barat tahun 2011-2015? 
 
                                                          
14
 H. Rachmat Syafe’I. 2000. Al-hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum). Ed. Rev. Pustaka 
setia, Bandung, 2000. 
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C. Hipotesis 
 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
1. Diduga bahwa ada perbedaan pola ekonomi antar Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2011-2015. 
2. Diduga bahwa tingkat ketimpangan terus mengalami peningkatan di Provinsi 
Sulawesi Barat tahun 2011-2015. 
3. Diduga bahwa hipotesis Kuznets “U-Terbalik” berlaku di Provinsi Sulawesi 
Barat tahun 2011-2015. 
 
D.  Defenisi Operasional Variabel 
1. Pertumbuhan Ekonomi. 
Merupakan laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi antar 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju 
pertumbuhan ekonomi adalah persentase. 
2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha 
dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 
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3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. 
Merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. 
Pendapatan perkapita didapat dari hasil pembagian pendapatan Kabupaten suatu 
daerah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun tertentu. 
4. Jumlah Penduduk. 
Merupakan jumlah manusia yang bertempat tinggal pada suatu wilayah atau 
daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah 
berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. 
 
E. Kajian Pustaka 
Penulis juga mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan 
sebagai tambahan referensi dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 
1. Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita dan Made Suryaa Utama (2013), dalam 
penelitiannya yang berjudul “Analisis  Pertumbuhan Ekonomi dan 
Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan stuktur pertumbuhan 
ekonomi serta ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Gianyar. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan Indeks Williamson 
ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar secara umum meningkat 
dari periode 1993 sampai dengan 2009. Hipotesis Kuznets yang menunjukkan 
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang berbentuk 
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U terbalik berlaku di Kabupaten Gianyar, pemerintah daerah dalam 
melaksanakan pembangunan disarankan agar memprioritaskan daerah yang 
relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju, memperhatikan 
aspek pemerataan dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. 
2. Norma Rita Sari (2013), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di 
Indonesia Tahun 2004-2010”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
pertumbuhan ekonomi, Location Quotient (LQ), Shift-share, Tipologi 
Klassen, Indeks Williamson dan Hipotesis U terbalik. Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa: sektor jasa dan sektor pertanian termasuk sektor yang 
berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap Provinsi di 
Indonesia. Masih ada Provinsi di Indonesia yang tergolong dalam Provinsi 
relatif tertinggal, tercatat sebanyak 14 Provinsi termasuk daerah relatif 
tertinggal. Sementara hipotesis “U” terbalik Kuznets yang menggambarkan 
hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan berlaku di Provinsi 
Indonesia. 
3. Denny Iswanto (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Ketimpangan 
Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 
Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya disparitas 
antar daerah dan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor yang berpotensi 
dikembangkan guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 
mengklasifikasi daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur 
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berdasarkan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, Location Quotient 
(LQ), Shift-share, Tipologi Sektoral, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, 
Indeks Theil, Korelasi Pearson dan menguji berlakunya Hipotesis Kusnetz. 
Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat disampaikan adalah 
menerapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah-
daerah yang masih relatif tertinggal. Pembangunan sektor-sektor potensial 
yang telah menjadi sektor basis di masing-masing daerah, yang dikembangkan 
dengan inovasi dan teknologi. 
4. Tutik Tuliani (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan 
Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan 
Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan 
dan pendapatan antar Kabupaten di Kalimantan Timur serta membuktikan 
apakah Hipotesis U terbalik berlaku di Propinsi Kalimantan Timur. Untuk 
mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan digunakan Indeks 
Williamson dan Indeks Entropi Theil,.Berdasarkan indeks Williamson 
menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2012 terdapat 
ketimpangan pembanguan antar Kabupaten di Kalimantan Timur sebesar 0.69 
di tahun 2010 menjadi 0.72 di tahun 2012. Sedangkan dari hitungan Entropi 
Theil menunjukkan bahwa rata-rata selama tahun 2010 sampai dengan 2012 
terdapat ketimpangan pendapatan sebesar 17.45. Setelah dilakukan analisis 
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Kuznets menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur selama tahun 2010 sampai 
dengan 2012 berlaku hukum Kuznets. 
5. Devi Nurita Noviana (2014), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar 
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerai Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012”. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis Indeks 
Williamson dan Indeks Entropi Theil untuk mengukur ketimpangan 
pendapatan antar daerah, analisis Location Qoutient (LQ) dan analisis Shift-
share untuk mengetahui sektor-sektor potensial yang terdapat di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan analisis Typology Klassen untuk 
mengkelompokkan tiap-tiap wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan perkapita dan mengkelompokkan sektor-sektor dalam klasifikasi 4 
kuadran. Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat diberikan adalah 
dengan meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan 
birokrasi dan investasi tersebut diarahkan pada daerah yang realtif tertinggal. 
Serta, mengembangkan dan meningkatkan sektor potensial di masing-masing 
daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
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F. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam 
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Barat adalah untuk: 
a. Mengetahui perbedaan pola ekonomi Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi 
Barat selama periode 2011-2015. 
b. Mengetahu perkembangan tingkat ketimpangan Provinsi Sulawesi Barat selama 
periode 2011-2015. 
c. Menganalisis berlaku tidaknya hipotesis Kuznets di Provinsi Sulawesi Barat 
selama periode 2011-2015. 
2.  Kegunaan  penelitian ini adalah untuk: 
a. Menambah pengetahuan bagi peneliti, tingkat ketimpangan pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan antar Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat agar apat di jadikan sebagai pedoman dalam menanggulangi 
ketimpangan ekonomi dan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.  
c. Menganalisis berlaku tidaknya analisis Kuznets di Provinsi sulawesi Barat pada 
tahun 2011-2015. 
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d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pembaca 
terutama bagi mahasiswa/I terkhusus pada pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
  1. Teori Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang yang sudah lama dibahas 
oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab Merkantilisme, yaitu pemikir ekonomi di antara 
akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, banyak membahas perang perdagangan luar 
negeri terhadap pembangunan ekonomi. Dalam zaman ahli ekonomi klasik lebih 
banyak lagi pendapat telah dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal, yaitu An 
Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth Nations atau dengan ringkas The 
Wealth of Natinns, pada hakikatnya adalah “suatu analisis mengenai sebab-sebab dari 
berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan itu”.18 
Beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang di kemukakan oleh beberapa ahli 
ekonomi diantaranya: 
a. Walt Witman Rostow. 
 Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling 
banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan 
artikel Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian 
dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of  Economic 
                                                          
18
 Deliarnov, Perkembangan Pemikir Ekonomi, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 
24 
 
 
 
Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan 
ke dalam model jenjang linear (linear stages model). 
 Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 
tahap yaitu: 
1. Masyakarat Tradisional. 
2. Tahap Prasyara Tinggal Landas. 
3. Tahap Tinggal Landas. 
4. Tahap Menuju Kekedewasaan 
5. Tahap Konsumsi Tinggi19 
 
 Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya 
terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup 
masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, 
tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun. 
 Masyarakat tradisional, tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, oleh 
karena itu sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan untuk kegiaran sektor 
pertanian. Dalam sektor pertanian, “struktur sosialisnya bersifat hirarkhis yaitu 
mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat 
kecil”.20 Maksudnya adalah bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak 
akan berbeda dengan nenek moyangnya. Sementara itu kegiatan politik dan 
pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa 
walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat 
kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada 
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didaerah tersebut. Kebijaksanaan pemeritah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan 
para tuan tanah di daerah tersebut. 
 Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa 
transisi masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas 
kekuatan sendiri (self-sustained growth).  
Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara 
otomatis. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai dua corak. Pertama 
adalah tahap prasyarat lepas landas yang di alami oleh negara-negara Eropa, 
Asia, Timur Tengah dan Afrika, dimana tahap ini dicapai dengan perombakan 
masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Corak yang kedua adalah tahap 
prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara bebas seperti Amerika 
Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, negara-negara tersebut mencapai 
tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang 
tradisiorial
21
.  
 
Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara-negara tersebut yang terdiri dari 
imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat 
untuk tahap prasyarat tinggal landas. Pada tahap tinggal landas, pertumbuhan 
ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam 
masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, 
atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan 
tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. 
Invesiasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan 
nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat 
pendapalan per kapita semakin besar. 
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 Tahap menuju kedewasaan ini diartikan sebagai masa dimana masyarakat 
sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan 
produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan 
sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor 
pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan 
alam, dan juga oleh kebijaksanaan pemerintah. 
 Rostow menaksir masa tahap menuju kedewasaan dicapai oleh beberapa 
negara. Ia juga menunjukkan bahwa ditiap-tiap negara tersebut jenis-jenis sektor 
pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas adalah berbeda dengan yang ada pada 
tahap tinggal landas. Di Inggris, misalnya, industri tekstil yang telah mempelopori 
pembangunan pada tahap tinggal landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara 
dan peralatan teknik berat. Sedangkan di Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman di 
mana “pembangunan jaringan jalan kereta api memegang peranan penting pada tahap 
tinggal landas, telah digantikan oleh industri baja dan industri peralatan berat pada 
tahap menuju kekedewasaan”22. 
 Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dan teori pembangunan 
ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada 
masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat 
bukan lagi kepada masalah produksi. 
 Pada tahap ini ada beberapa macam laju masyarakat (negara) yaitu 
memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa 
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berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain, menciptakan negara kesejahteraan 
(welfare state ) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang 
lebih merata melalui sistem pajak yang progresif, meningkatkan konsumsi 
masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi 
melipun pula barang- barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah. 
b. Teori klasik 
1. Adam Smith (1723- 1790) 
 Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan 
ekonomi dan kebijaksanaan laissez-faire, tetapi juga rnerupakan ekonomi pertama 
yang hanyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam 
bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) ia 
“mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara 
sistematis”.23 
 Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah 
dipahami, kita bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan 
output total dan pertumbuhan penduduk. 
a. Pertumbuhan output total. 
b. Pertumbuhan Penduduk.24 
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Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu: 
1) Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah). 
2) Sumber daya insani (atau jumlah penduduk). 
3) Stok barang modal yang ada. 
 Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dan 
kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia 
merupakan “batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian”.25 Maksudnya, 
jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok 
modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi 
pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut 
telah digunakan secara penuh. 
 Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam 
proses pertumbuhan output Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri 
dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal merupakan 
“unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat 
sentral dalam proses pertumbuhan output”.26 Jumlah dan tingkat pertumbuhan output 
tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimum dari sumber 
alam). 
 Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan 
tak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena pertambahan modal 
                                                          
25
 Faktiatun Nadiroh, Artikel, Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah, Banten, 2012. 
26
 Mahyudi, Ekonomi Pembangunan dan Analisis data empiris, Ghalia Indonesia, Bogor 
Selatan, 2004 
29 
 
 
 
(sebagai input) akan langsung rneningkatkan output. Sedangkan pengaruh tak 
langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan 
oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar 
stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi 
dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per 
kapita. 
 Menurut Adam Smith “jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah 
yang berlaku tebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-
pasan untuk hidup”.27 Jika tingka upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang 
akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran 
meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah 
subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.  
 Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-
menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang 
tinggi dan meningka jika “permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepal dari pada 
penawaran tenaga kerja”.28 Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan 
oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan 
permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal 
(akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output. 
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2. David Ricardo (l772- 1823) 
 Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo 
tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan 
ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju 
pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa “jumlah faktor 
produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertarnbah, sehingga akhirnya menjadi 
faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat”29. 
 Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul The 
Principles of Political Economy and taxation yang diterbitkan pada tahun 1917. 
 Sebelurn membicarakan aspek-aspek pertumbuhan dari Ricardo, terlebih dulu 
kita coba untuk mengenali ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut: 
1) Jumlah tanah terbatas. 
2) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah 
tingkat upah di atas atau di bawah tingkal upah minimal (tingkat upah 
alamiah = natural wage). 
3) Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik 
modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk 
menarik mereka melakukan investasi. 
4) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. 
5) Sektor pertanian dominan.30 
 
 Terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan 
menurunkan produk marginal (marginal product) yang kita kenal dengan istilah the 
law of diminishing returns. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa 
menerima tingkat upah di atas tingka upah alamiah. maka penduduk (tenaga kerja) 
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akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja 
dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke hawah. 
 Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah 
cenderung meningkatkan produktivas tenaga kerja, artinya bisa “memperlambat 
bekerjanya the law of diminishing returns yang pada gilirannya akan memperlambat 
pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal”.31 Inilah inti dari proses 
pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. 
c. Teori neo-klasik (Solow-Swan). 
 Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik berkembang sejak tahun 1950-an. 
Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi 
menurut pandangan ekonomi Klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam 
mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow (Massachussets Institute of 
Technology) dan Trevor Swan (Australia National University). Solow ini 
memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang teori 
pertumbuhan ekonomi ini. 
 Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan 
penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) 
dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang 
mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat 
pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap 
sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana 
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perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi 
kapital, dan kemajuan teknologi. 
 Menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio = COR) bisa 
beruhah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa 
digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang 
jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak 
modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya 
jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang 
digunakan. Dengan adanya “keluwesan” (fleksibilitas) ini suatu perekonomian 
mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menemukan kombinasi modal dan 
tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingka output tertentu. 
 Sifat teori pertumbuhan neo klasik bisa digambarkan seperti pada gambar 2.1. 
Fungsi produksinya ditunjukkan oleh I1, I2 dan seterusnya. Dalam fungsi produksi 
yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan 
menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk 
menciptakan output sebesar I1 kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat 
digunakan antara lain (a) K3 dengan L3, (b) K2 dengan L2, dan (c) K1 dengan L1. 
Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan 
bahwa tingkat output tidak mengalami peruhahan. 
 Di samping itu, jumlah output dapat mengalami perubahan walaupun jumlah 
modal tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar K3, jumlah output dapat 
diperbesar menjadi I2, jika tenaga kerja digunakan ditambah dan L3 menjadi L3. Teori 
33 
 
 
 
pertumbuhan neo klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada “umumnya 
mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles 
Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal sebutan fungsi produksi Cobb- 
Douglas”.32 
Gambar: 2.1. 
Fungsi Produksi Neo Klasik 
        Modal        I1            I2 
 
           K3 
 
 
        K2 
        K1 
 
                       0               L3               L3         L2              L1                       Tenaga Kerja 
Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut: 
Qt = Tt
a
, Kt, Lt
b
 
Keterangan: 
Qt = Tingkat produksi pada tahun t 
Tt = Tingkat teknologi pada tahun t 
Kt = Jumlah stok barang modal pada tahun t 
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Lt = Jumlah tenaga kerja pada tahun t 
a = Pertumbuhan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal. 
b = Pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga 
kerja. 
 Nilai T1, a dan b bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai a 
dan b ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa a+b = 1 yang berarti 
bahwa a dan b nilainya adalah sama dengun produksi batas dari masing-masing faktor 
produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan 
tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output. 
d. Keynesian (Harrod-Domar). 
 Teori pertumbuh Harrod-Domar ini “dikembangkan oleh dua ekonom sesudah 
Keynes yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod”.33 Domar mengemukakan teorinya 
tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal American Economic Review, 
sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam Economic 
Journal. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-
sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori 
Harrod-Domar.  
 Teori Harrod-Domar itu merupakan “perluasan dari analisis Keynes mengenai 
kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja”.34 Analisis Keynes 
dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi 
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jangka panjang. Sedangkan Teori Harrod-Domar ini “menganalisis syarat-syarat yang 
diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka 
panjang”.35 Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan 
agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (steady growth). 
 Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu: 
a) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan 
barang-barang modal yang berdiri dalam masyarakat digunakan secara 
penuh. 
b) Terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, 
berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 
c) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 
pendapatan nasional, berarti fungsi tabungun dimulai dari titik nol. 
d) Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) 
besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio 
= COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital-output 
ratio = ICOR).
36
 
 
e. Beberapa pakar ekonomi juga mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi di 
antaranya, yaitu: 
1. Paul A. Samuelson (1997) mendefinisikan bahwa “pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari gross domestic product 
potensial atau output dari suatu negara”.37 Ada empat faktor yang menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi, yaitu : 
a) Sumber daya manusia, yaitu meliputi tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan 
dan disiplin kerja. Faktor ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan 
ekonomi. Kenyataan dalam dunia ekonomi unsur lain dalam produksi seperti 
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barang-barang modal, bahan mentah dan teknologi dapat dibeli atau dipinjam. 
Sebuah negara mungkin dapat membeli peralatan telekomunikasi paling modern, 
komputer dan lain-lain.  
b) Pembentukan modal. Akumulasi modal, seperti yang kita ketahui membutuhkan 
pengorbanan konsumsi untuk beberapa tahun lamanya. Negara yang tumbuh 
dengan cepat cenderung untuk melakukan investasi besar besaran pada barang 
modal baru, pada negara-negara yang pertumbuhannya paling cepat, 10 sampai 
20 persen dari pendapatannya menjadi dana pembentukan modal.  
c) Perubahan teknologi dan inovasi. Sebagai tambahan bagi ketiga faktor klasik 
tersebut, pertumbuhan ekonomi tergantung pada fungsi keempat yang vital yaitu 
teknologi. Dalam sejarahnya pertumbuhan bukan merupakan proses replikasi 
sederhana, penambahan pabrik dan pekerja yang serupa satu sama lain.  
2. Boediono (1999) mendefenisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 
“suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang”.38 Pertumbuhan 
ekonomi disini meliputi tiga aspek : 
a) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomi), suatu 
perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 
b) Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, 
dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu: output total dan jumlah penduduk. 
Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. 
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c) Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu, suatu perekonomian 
dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) 
mengalami kenaikan output perkapita. 
2.  Teori Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah. 
Kondisi demografis suatu wilayah memiliki perbedaan tingkat “pertumbuhan 
dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan 
kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat 
daerah yang bersangkutan”.39 Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari 
seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor 
anugrah awal (endowment factor). Perbedaan inilah yang menyebabkan “tingkat 
pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan 
gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut”.40 
Menurut hipotesa neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu 
negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini 
akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila 
proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan 
pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Ketimpangan pada 
“kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah”.41 
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Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang 
terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh 
tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing 
guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini 
memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan 
dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut 
berupa “inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta 
ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil”.42 
Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau 
suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang 
berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu 
daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah 
bersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan “adanya ketimpangan 
yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya di tengah-tengah 
masyarakat yang umumnya masih miskin”.43 
Perlu diingat bahwa, berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat 
ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah 
melihat perbedaan antar wilayah. Adapun faktor-faktor yang menetukan ketimpangan 
pembangunan antar wilayah antara diantaranya konsentrasi kegiatan ekonomi antar 
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daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar 
wilayah dengan wilayah lainnya.  
3.  Teori Tentang Pendapatan Daerah  
a. Pengertian Pendapatan Daerah. 
Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan 
jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah 
domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki 
oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” 
daerah bersangkutan.  
Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan 
dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, 
demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut 
dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini 
menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan 
pendapatan yang diterima daerah tersebut. Menurut UU No 33 Tahun 2004 , Sumber 
Pendapatan Daerah terdiri dari: 
1) Pendapatan Asli Daerah. 
2) Dana Perimbangan. 
3) Lain-lain penerimaan yang syah.44 
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Menurut UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :  
a) Pajak Daerah. 
Menurut UU No 28 tahun 2009  pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang “dengan tidak  mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.45 Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak 
Kabupaten/kota dibagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut: 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 
Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
46
 
 
b) Retribusi daerah.  
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 
“Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 
memeratakan kesejahteraan masyarakat”.47 
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Jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan  ke 
dalam tiga golongan retribusi, yaitu “retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu”48.  
1) Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah 
retribusi layanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebershan, 
retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil dan sebagainya.  
2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
usaha yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yaitu, 
retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, 
retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, dan sebagainya. 
3)  Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann 
atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu 
yaitu, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman 
beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin 
usaha perikanan.  
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c)  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  
Pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek 
pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
daerah/BUMD, bagian laba satas penyertaan modal pada perusahaan milik 
negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 
atau kelompok masyarakat.  
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang “pendapatan asli 
daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak 
termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan”.49  
4.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 
wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 
unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.  
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB 
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atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar 
harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. 
PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 
pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam 
publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan 
mencerminkan struktur ekonomi terkini.  
Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-
angka PDRB, yaitu:  
a. Menurut Pendekatan Produksi 
b. Menurut Pendekatan Pendapatan 
c. Menurut Pendekatan Pengeluaran50 
Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barangdan 
jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayahdalam jangka waktu 
tertentu (biasanya satu tahun). 
Menurut Pendekatan Pendapatan, PDRB menurut pendekatan ini merupakan 
jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam 
proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 
Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga 
modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 
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langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB “mencakup juga penyusutan dan pajak 
tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi)”.51  
Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen 
permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, 
pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, 
pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, 
perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). 
Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang 
sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor 
produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar 
harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto. 
Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat 
menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat 
diperoleh dari data ini antara lain adalah:  
1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber 
dayaekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang 
besarmenunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu 
jugasebaliknya. 
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan 
lajupertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahunke 
tahun. 
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan 
strukturperekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu 
wilayah.Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan 
basisperekonomian suatu wilayah. 
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4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barangdan 
jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dandiperdagangkan 
dengan pihak luar negeri. 
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan 
dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor 
ekonomi. 
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur 
laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri. 
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per 
kepala atau per satu orang penduduk. 
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui 
pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.
52
  
 
B. Landasan Konsep 
1. Defenisi Pertumbuhan Ekonomi, 
Menurut Kuznets dalam Todaro, pertumbuhan ekonomi (economic growth) 
adalah “kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan 
untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”.53 Kenaikan 
kapasitas di tentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, 
institusi (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. 
Menurut Sadono, “alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu 
wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri”.54 Perekonomian wilayah 
akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada 
faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan 
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meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal 
maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Boediono, mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output 
per kapita dalam jangka panjang. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi secara 
nasional dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk tingkat 
Provinsi atau daerah maka indikator yang digunakan adalah Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB). 
 2. Defenisi Ketimpangan. 
Ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak merata antara satu dengan yang 
lain. Ketimpangan dalam pembangunan juga masih terjadi pada saat ini antara negara 
maju dan negara berkembang, negara maju memiliki pengetahuan yang tinggi dari 
segi SDM dan bisa mengolah SDA yang dimiliki secara efektif dan efisien sedangkan 
negara berkembang yang belum memiliki SDM yang baik tidak mengolah SDA 
secara efektif. 
Menurut Syafrizal, ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh 
“perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi 
demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah 
mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan”.55 
Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah 
terbelakang. 
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Menurut Andrinof A. Chaniago ketimpangan adalah “buah dari pembangunan 
yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial”.56 Serta 
Menurut Budi Winarno ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan 
di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. 
 3. Defenisi Ekonomi Regional. 
Ilmu ekonomi regional merupakan bagian dari pada ilmu ekonomi, dimana 
secara spesifik membahas tentang “pembatasan pembatasan wilayah ekonomi dari 
suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber 
daya manusia yang tersedia disetiap wilayah ekonomi”.57 Ilmu ekonomi regional 
tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisa suatu 
wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang 
dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang 
bersangkutan. Pembatasan pembatasan pembasahan ekonomi regional selalu 
menekankan pada barang barang ekonomi. 
C. Kerangka Pikir 
Memperkuat perekonomian suatu Provinsi/daerah, hendaklah Provinsi daerah  
tersebut dapat mempergunakan seluruh potensi yang dimiliki, sehingga bisa 
memperbesar nilai tambah yang dihasilkan serta berpengaruh terhadap tingkat 
pendapatan dan kesejahteraan yang diperoleh oleh masyarakat. Mempergunakan 
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seluruh potensi ekonomi yang ada, suatu Provinsi/daerah hendaknya mampu 
merencanakan dan menyusun beberapa perencanaan dan pembangunan bagi 
perekonomian negara tersebut. 
Gambar: 2.2 
Kerangka Pikir 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Metode dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Metode Penelitian 
Jenis Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 
yaitu data yang berupa angka misalnya: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita 
dan data lain yang relevan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011-2015.  
2. Lokasi Penelitian. 
Penelitian ini di lakukan di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Sulawesi Barat yang berpusat di Daerah/Kota Kabupaten Mamuju sebagai Ibu Kota 
Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti menggunakan data setiap Kabupaten dan data 
Provinsi Sulawesi Barat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan 
teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-
lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat. 
D. Metode Analisis Data 
1. Analisis Tipologi Klassen. 
Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang 
struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Sjafrizal, menjelaskan bahwa dengan 
menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-
masing daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (rapid growth region), daerah 
tertekan (retarded region), daerah sedang berkembang (growing growth) dan daerah 
relative tertinggal (relatively backward region).  
Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut: 
          PDRB Perkapita 
 
Laju  
Pertumbuhan 
 
𝑦𝑖
𝑑 > 𝑦𝑖
𝑛 (+) 
 
𝑦𝑖
𝑑 < 𝑦𝑖
𝑛 (-) 
 
𝑟𝑖
𝑑 > 𝑟𝑖
𝑛 (+) 
Daerah maju dan tumbuh 
cepat 
Daerah berkembang 
cepat tapi tidak maju 
𝑟𝑖
𝑑 < 𝑟𝑖
𝑛 (-) Daerah maju tapi tertekan Daerah relatif tertinggal 
Sumber: Sjafrizal, (1997) 
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Keterangan: 
𝑟𝑖
𝑑: Laju pertumbuhan Kabupaten i 
𝑟𝑖
𝑛: Laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Barat. 
𝑦𝑖
𝑑:   Pendapatan perkapita Kabupaten i. 
𝑦𝑖
𝑛: Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Analisis Tingkat Ketimpangan Regional.  
Alat analisis tingkat ketimpangan regional yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Indeks Williamson. Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan 
sebagai berikut: 
IW = 
√∑(𝑌𝑖−𝑌)2(𝑓𝑖/𝑛)
𝑌
 
Keterangan: 
IW : Indeks Williamson. 
Yi  : Pendapatan perkapita di Kabupaten. 
Y   : Pendapatan perkapita di Provinsi. 
fi    : Jumlah penduduk di Kabupaten. 
n    : Jumlah penduduk di Provinsi. 
Formula Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah 
penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0<W<1). Dengan 
indikator bahwa apabila semakin kecil nilai Indeks Williamson maka menunjukkan 
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ketimpangan yang semakin rendah begitu pula sebaliknya semakin besar angka 
Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. 
3. Pembuktian Kuznets. 
Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi 
pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya 
akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan 
akhirnya menurun lagi, jika digambarkan akan membentuk kurva U terbalik. 
Gambar: 3.1 
Kurva Kuznets 
Koefisien Gini  
 
 
 
 
           
          Kurva Kuznets  
 
Produk Nasional Bruto Perkapita 
Sumber: Todaro, 2003 
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BAB IV 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian 
1. Keadaan Geografi 
Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah yang terletak pada sisi barat Pulau 
Sulawesi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 
geografis “provinsi ini terletak pada 00 12'-3038' Lintan Selatan dan 118043'15”-
119
054'3” Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Barat adalah seluas 16.787,18 
km2.”25  
Sulawesi Barat berbatasan dengan Provinsi: 
a. Sulawesi Tengah di sebelah utara.  
b. Selat Makassar di sebelah barat. 
c. Sulawesi Selatan sebelah selatan dan timur. 
Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 
wilayah Kabupaten, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 39 tahun 2015 
luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Majene merupakan 
Kabupaten terkecil dengan luas sekitar 947,84 km2, Kabupaten Polewali Mandar 
sekitar 1.775,65 km2, Kabupaten Mamasa sekitar 3.005,88 km2, Kabupaten Mamuju 
Utara sekitar 3.043,75 km2, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar 3.014,37 km2, 
                                                          
25
 Sulbar.bps.go.id, 2016 
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sedangkan Kabupaten Mamuju merupakan Kabupaten terluas yaitu sekitar 4.999,69 
km2. 
Jarak antara Ibu Kota Provinsi ke Daerah Kabupaten:  
1. Kabupaten Mamuju - Kabupaten Majene: 143 km.  
2. Kabupaten Mamuju - Kabupaten Polewali Mandar : 199 km.  
3. Kabupaten Mamuju - Kabupaten Mamasa : 292 km.  
4. Kabupaten Mamuju - Kabupaten Mamuju Utara : 276 km.  
5. Kabupaten Mamuju - Kabupaten Mamuju Tengah : 115 km.  
Kabupaten Mamasa merupakan daerah terjauh dari Kabupaten Mamuju sebagai Ibu 
Kota Provinsi Sulawesi Barat dan Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara). 
2. Kondisi Iklim 
Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat 
tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan laporan dari 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Majene pada 
tahun 2015 “suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,70 °C hingga 35,60 °C 
dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,70 °C, Sedangkan kelembapan udara dalam 
setahun berkisar antara 67 persen sampai dengan 81 persen”.26 Pada tahun 2015, 
Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari yaitu 24 
hari hujan dan terendah pada bulan September yang tidak ada hari hujan.  
Kecepatan angin yang bertiup di Sulawesi Barat berdasarkan pemantauan dari 
BMKG Kabupaten Majene, selama tahun 2014 memiliki rata-rata 3,92 km/jam. Nilai 
                                                          
26
 Sulbar.bps.go.id, 2016 
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ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 yang bertiup dengan kecepatan 4,17 km/jam. 
Untuk penyinaran matahari yang dipantau pada jam 06.00-18.00 terlihat intensitas 
yang beragam pada tiap bulannya di 2014. Penyinaran matahari dengan intensitas 
tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 76 persen. Sedangkan intensitas 
terendah terjadi di bulan Januari sekitar 34 persen. Rata-rata intensitas penyinaran 
matahari selama tahun 2014 adalah sebesar 59,83 persen. Pada tahun 2014, Sulawesi 
Barat memiliki intensitas hujan yang rendah yaitu 91,40 mm serta rata-rata hari hujan 
adalah 12,75 hari. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi di bulan Januari dan Mei yaitu 
20 hari hujan dan terendah pada bulan September hanya terdapat tiga hari hujan.
27
 
B.  Kondisi Kependudukan 
Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan 
setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali 
sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di 
dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang 
berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali 
anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. 
Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara 
petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk 
menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa 
bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana 
                                                          
27
Sulbar.bps.go.id, 2016 
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mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap 
dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam ‘Hari 
Sensus’. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, 
awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat 
terpencil/terasing, dan pengungsi.  
Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke 
luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah 
di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data 
kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk 
merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-
komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi 
penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.  
Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 
sebanyak 1.282.162 jiwa yang terdiri atas 643.118 jiwa penduduk laki-laki dan 
639.044 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk 
tahun 2014, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen. 
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki 
terhadap penduduk perempuan sebesar 100,64.  
Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 mencapai 76 
jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan 
Penduduk di 6 Kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 
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terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 209 jiwa/km2 dan 
terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 40 jiwa/km2.  
Berikut jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten 
di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015, yaitu: 
Tabel: 4.1 
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sulawesi Barat 2010,2014 dan 2015 
 
Kabupaten 
Jumlah Penduduk (ribu) 
2010 2014 2015 
Majene 151,11 161,13 163,90 
Polewali Mandar 396,12 417,47 422,79 
Mamasa 140,08 149,81 151,83 
Mamuju 231,32 258,98 265,80 
Mamuju Utara 134,37 152,51 156,46 
Mamuju Tengah 105,65 118,19 121,38 
Sulawesi Bara 1.158,65 1.258,09 1.282,16 
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2016 
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2015 sebesar 20.528 
pekerja. Dari jumlah tersebut, 14.261 orang adalah perempuan dan 6.267 orang 
adalah laki-laki.  Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat berpendidikan terakhir Universitas 
yaitu sebesar 87,88 persen (18.039 pekerja).  
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C. Kondisi Ekonomi 
Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui 
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikatir PDRB dibedakan menjadi PDRB 
atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 
2015, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010. Indikator PDRB 
ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 33,02 triliun rupiah sedangkan PDRB 
ADHK mencapai 25,98 triliun rupiah.  
Pencapaian PDRB ADHB Sulawesi Barat didominasi oleh “sektor Pertanian 
yang berkisar 42,07 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, serta 
industri pengolahan yang keduanya berkontribusi sama, yaitu sebesar 10,31 
persen”.28 Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan 
inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Barat tahun 2015 mencapai 7,37 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang 
oleh tumbuhnya beberapa sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor 
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,02 persen, 
industri pengolahan sebesar 10,95 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 
10,87 persen. 
 
  
                                                          
28
 Sulbar.bps.go.id, 2016 
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1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran  
Indikator PDRB menurut pengeluaran menggambarkan bagaimana penggunaan 
akhir barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah. Tampak bahwa dari 33,02 
triliun rupiah PDRB ADHB di Sulawesi Barat sebagian besar dipergunakan untuk 
pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 52,20 persen. Selanjutnya, untuk 
pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 29,13 persen dan pengeluaran 
konsumsi pemerintah sebesar 17,94 persen.  
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita  
Selain besaran struktur dan pertumbuhan, PDRB juga dapat diturunkan untuk 
melihat PDRB per kapita. Angka ini didapatkan dengan cara membagi PDRB ADHB 
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator PDRB per kapita ADHK 
merupakan gambaran tingkat produktivitas setiap penduduk selama satu tahun di 
suatu wilayah. Sedangkan PDRB per kapita ADHB menggambarkan besarnya nilai 
tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. Pada tahun 2015, PDRB per 
kapita ADHB telah mencapai 25,75 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 
20,26 juta rupiah.  
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kabupaten  
Sulawesi Barat yang terdiri enam Kabupaten dengan potensi wilayah berbeda 
sehingga memiliki nilai PDRB yang cukup bervariasi. Kabupaten dengan kontribusi 
PDRB ADHB terbesar adalah Kabupaten Polewali Mandar, sebesar 27,96 persen. 
Sementara Kabupaten Mamasa mempunyai kontribusi terkecil yaitu 6,43 persen. 
Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Mamuju 
60 
 
 
 
Utara yaitu sebesar 8,88 persen dan terendah di Kabupaten Majene sebesar 5,73 
persen. 
D. Hasil Pengolahan Data 
1. Hasil Analisis Tipologi Klassen. 
Berdasarkan hasil Klasifikasi Tipologi Klassen diperoleh klasifikasi 
pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015. 
Tabel: 4.2 
Klasifikasi Tipologi Klassen pendekatan antar Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015. 
            PDRB Perkapita 
 
Laju Pertumbuhan 
 
𝑦𝑖
𝑑>𝑦𝑖
𝑛(+) 
 
 
𝑦𝑖
𝑑<𝑦𝑖
𝑛(-) 
 
 
𝑟𝑖
𝑑>𝑟𝑖
𝑛(+) 
 
Kabupaten Mamuju, 
Kabupaten Mamuju 
Utara 
 
- 
 
𝑟𝑖
𝑑<𝑟𝑖
𝑛(-) 
 
 
 
- 
Kabupaten Majene, 
Kabupaten Polewali 
Mandar, Kabupaten 
Mamasa, Kabupaten 
Mamuju Tengah 
Sumber: Data diolah, (2017) 
 Berdasarkan Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 
terbagi menjadi dua klasifikasi. Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah 
berada di Kuadran I (Pertama), Sedangkan pada Kuadran II (Kedua) dan Kuadran III 
(Ketiga) tidak ada satupun Kabupaten yang termasuk di Provinsi Sulawesi Barat 
selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 dan Kabupaten Majene, Kabupaten 
Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah berada di 
Kuadran IV Keempat). 
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Dari hasil analisis Tipologi Klassen pola pertumbuhan ekonomi di Povinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 dilihat pada gambar: 
Gambar: 4.1 
Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawresi Barat 
Tahun 2011-2015 
 
Sumber: Data diolah, (2017) 
2. Hasil Analisis Indeks Williamson. 
Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, ketimpangan di Provinsi 
Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel: 4.3. Dari hasil penelitian menunjukkan 
ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 
2011-2015, dari tabel tersebut selama 5 tahun dari tahun 2011 Indeks Williamson 
terus mengalami meningkat dari tahun ketahun sampai tahun 2015. 
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Tabel: 4.3 
Indeks Williamson antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 
tahun 2011-2015: 
Tahun Indeks Williamson 
2011 0,320 
2012 0,335 
2013 0,342 
2014 0,376 
2015 0,383 
Rata-rata 0,351 
Sumber: Data diolah, (2017) 
3. Hasil Hipotesis Kuznets Kurva “U-Terbalik”. 
Pembuktian kurva “U-Terbalik” dilakukan dengan membuat kurva hubungan 
antara angka Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita untuk itu digunakan 
Regresion Curve Estimation seperti yang ditunjukkan oleh Gambar: 4.2 
Gambar: 4.2 
Kurva Pengujian hipotesis Kuznets tentang “U-Terbalik” di  
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2015. 
 
Sumber: Data diolah (2017) 
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E. Pembahasan 
1. Pembahasan perbedaan pola ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Barat berdasarkan Analisis Tipologi Klassen tahun 2011-2015. 
Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu 
alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi Klassen  dilakukan dengan 
membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang 
menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita 
daerah dengan PDRB per kapita yang menjadi acuan atau PDB per kapita secara 
nasional. 
Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator 
utama  yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan 
perkapita pada sumbu horizontal. Berdasarkan kriteria tersebut daerah yang diamati 
dapat dibagi menjadi empat kuadran wilayah, diantaranya: Kuadran 1. Daerah cepat 
maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 
dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kabupaten/kota. 
Kuadran 2. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 
tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata 
Kabupaten/kota. Kuadran 3. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki 
pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih 
rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten/kota. Kuadran 4. Daerah relatif 
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tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita 
yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata Kabupaten/kota. 
Hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat bahwa Kabupaten 
Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara termasuk daerah maju dan tumbuh capat ini 
di karenakan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara memiliki laju 
pertumbuhan PDRB yang labih cepat di bandingkan dengan Provinsi. Kedua 
Kabupaten ini memiliki kondisi geografisnya yang sangat bagus jika dibandingkan 
dengan Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya yaitu Kedua 
kabupaten ini memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua dan ketiga serta memiliki 
sumber daya alam yang paling tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten 
Mamuju memiliki produksi Kelapa Sawit terbesar kedua dan Kabupaten Mamuju 
Utara memiliki produksi Kelapa Sawit terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Kelapa 
Sawit ini merupakan investasi yang sangat besar dan sangat mendorong 
perekonomian daerah karena Kelapa Sawit merupakan perusahaan yang berproduksi 
besar serta produksinya di impor sampai keluar negeri. 
 Selain itu, Kabupaten Mamuju merupakan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi 
Barat sehingga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kabupaten Mamuju 
memiliki Lapangan Terbang dan Pelabuhan serta memiliki panjang jalan tertinggi 
dalam kondisi baik/aspal, sehingga para investor lebih mudah mengakses masuk ke 
daerah tersebut. Sedangkan Kabupaten Mamuju Utara selain produksi Kelapa Sawit 
terbesar juga memiliki Pelabuhan yang besar di Pasang Kayu yang dapat di akses 
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para pelayaran luar negeri sehingga ini juga dapat memudahkan para investor besar 
masuk ke daerah tersebut. 
 Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa serta 
Kabupaten Mamuju Tengah termasuk daerah yang relatif tertinggal. Keempat 
Kabupaten ini lebih rendah laju pertumbuhan ekonomi dan laju pendapatannya jika di 
bandingkan dengan Provinsi. Kabupaten Polewali Mandar termasuk salah satu daerah 
relatif tertinggal ini di karenakan laju pertumbuhan dan pendapatannya rendah di 
banding dengan Provinsi. Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah terluas dan 
memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ekonomi 
Kabupaten Polewali Mandar berkonsentrasi pada kegiatan pertanian dan memiliki 
produksi tanaman terbesar seperti Padi, Sagu, Kelapa dan Kakao akan tetapi ini tidak 
mamp mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten. 
 Kabupaten Majene juga termasuk daerah relatif tertinggal karena Kabupaten 
Majene merupakan daerah paling kecil di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga 
Kabupaten Majene memiliki pendapatan PDRB rendah jika di bandingkan dengan 
Provinsi. Luas daerah yang kecil ditambah lebih dominan daerah pegunungan 
sehingga menyebabkan akses jalan juga sedikit, sehingga Kabupaten Majene hanya 
mengandalkan perekonomian di bidan sektor jasa seperti investasi dan bisnis untuk 
mendorong pendapatan PDRB Kabupaten. 
 Kabupaten Mamasa salah satu daerah yang termasuk daerah relatif tertinggal 
karena Kabupaten Mamasa tidak mampu mendorong pendapatan PDRBnya. 
Kabupaten Mamasa memiliki pendapatan PDRB terendah karena sumber 
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perekonomian sedikit hanya mengandalkan pada sektor pertanian dengan produksi 
tanaman besar yaitu kopi serta sektor Jasa. Selain itu Kabupaten Mamasa juga 
memiliki Jumlah penduduk terendah ketiga di Provisi Sulawesi Barat.  
Kabupaten Mamuju tengah juga termasuk daerah yang relatif tertinggal. 
Kabupaten Mamuju Tengah sudah sewajarnya termasuk daerah yang relatif tertinggal 
karena selain memiliki jumlah penduduk terendah juga Kabupaten Mamuju Tengah 
termasuk Kabupaten termuda yaitu hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju sekitar 
tahun 2010-2011, sehigga memiliki PDRB terendah karena baru berbenah dan 
berusaha membangun daerahnya untuk bersain dengan daerah lain.  
Pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2015 sebanyak empat Kabupaten yang relatif tertinggal (Kuadran IV), 
yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan 
Kabupaten Mamuju Tengah. Keempat Kabupaten ini, pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan perkapitanya masih rendah jika di bandingkan dengan pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju dan 
Kabupaten Mamuju Utara termasuk daerah maju dan tumbuh cepat (Kuadran I), 
kedua Kabupaten ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita 
yang cepat jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Pembahasan tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan 
Analisis Tingkat Ketimpangan Regional (Analisis Indeks Williamson) tahun 
2011-2015. 
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi 
dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan 
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oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi 
yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan 
suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. 
Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat 
kesejahteraan masyarakat antar wilayah.  
Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu 
negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini 
akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila 
proses pembangunan terus berlanjut, maka “secara berangsur-angsur ketimpangan 
pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat 
ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang 
umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, 
sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah”.29 
Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis 
beberapa besarnya kesenjangan antar wilayah adalah dengan melalui perhitungan 
Indeks Williamson. Formula Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan 
jumlah penduduk, dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0<W<1). 
Dengan indikator bahwa apabila semakin kecil nilai Indeks Williamson maka 
menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah begitu pula sebaliknya semakin 
besar angka Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. 
                                                          
29
 Faktiatun Nadiroh. Artikel, Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah, Banten, 2012 
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Hasil penelitian ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 
2011 angka Indeks Williamson adalah 0,320 kemudian mengalami peningkatan di 
tahun 2012 sebesar 0,335 ini menandakan bahwa kurangnya pemerataan antar daerah 
di Provinsi Sulawesi Barat, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 
sebesar 0,383 hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan terus melebar.  
Pergerakan ketimpangan pada tahun 2013 ketahun 2014 mengalami 
peningkatan yang tinggi dan tahun 2014 ketahun 2015 tingkat ketimpangan terus 
mengalami pelebaran. Meskipun ketimpangan terus mengalami peningkatan akan 
tetapi ketimpangan yang terjadi masih tergolong rendah karena rata-rata ketimpangan 
yang terjadi sebesar 0,351 masih di bawah 0,5. 
Ketimpangan ini terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor 
basis di daerah tertentu, sehingga yang menikmati hasilnya hanya sebagian, serta 
adanya perbedaan sumber daya alam yang di miliki antar Kabupaten sehingga 
berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur antar daerah. Infrastruktur 
di bidang kesehatan dan pendidikan harus lebih di utamakan dan ditingkatkan oleh 
pemerintah Provinsu Sulawesi Barat karena ini merupakan faktor yang sangat 
menunjang agar sumber daya manusia terus berkembang dan mampu mengelolah 
sumber daya alam dengan baik agar memiliki nilai tambah yang tinggit demi 
kemajuan daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur ini harus harus merata di 
setiap daerah di Provinsi sulawesi Barat agar ketimpangan antar daerah berkurang 
atau tidak ada lagi. 
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3. Pembahasan Pembuktian Hipotesis Kuznets U-Terbalik di Provinsi Sulawesi 
Barat tahun 2011-2015. 
Kurva U terbalik yaitu posisi pertumbuhan ekonomi yang pada tahap awal 
mengalami ketimpangan yang memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap 
berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik 
dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulangkali dan jika 
digambarkan akan membentuk kurva U terbalik yaitu dengan menghubungkan Indeks 
Williamson. 
Hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, bahwa kurva 
hubungan Indeks Williamson dengan pendapatan perkapita tidak menyerupai sebuah 
kurva huruf “U-Terbalik”, hanya menggambarkan garis miring ke kiri. Ini 
membuktikan bahwah dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi dan distribusi 
pendapatan Provinsi Sulawesi Barat tidak merata atau cenderung memburuk, 
sehingga kurva huruf “U-Terbalik” tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Barat selama 
periode penelitian tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 
Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan cenderung memburuk di 
Provinsu Sulawesi Barat karena adanya perbedaan sumber daya manusia atau 
perbedaan indeks pembangunan manusia dan sumber daya alam antar daerah serta 
adanya ketimpangan pembangunan yang labih canderung terhadap daerah yang sudah 
maju. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketidak merataan pertumbuhan 
ekonomi dan distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat. 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 
bab IV, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbedaaan pola ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu: 
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara merupakan 
Kabupaten/daerah maju dan tumbuh cepat, dan Kabupaten Majene, 
Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, serta Kabupaten Mamuju 
Tengah termasuk Kabupaten/daerah relatif tertinggal. 
2. Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkata ketimpangan dalam 
lima tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015. 
3. Hipotesis Kuznets yaitu analisis kurva huruf “U-Terbalik” terhadap 
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, bahwa hipotesis Kuznets 
“U-Terbalik” tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun 
yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015, hanya menggambarkan garis miring 
ke kiri.  
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B. Saran 
1. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar kebijakan 
ekonomi lebih di prioritaskan kepada daerah yang relatif tertinggal untuk 
meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah. 
2. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kiranya konsentrasi 
kegiatan ekonomi lebih merata di setiap Kabupaten agar ketimpangan di 
daerah menurun dan menciptakan laju pertumbuhan ekonomi maju dan 
merata. 
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dalam pembangunan 
infrastruktur lebih merata dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan dan 
investasi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Pengambilan surat izin penelitian di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. 
 
 
2. Pengambilan data di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat. 
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3. Data yang digunakan dalam penelitian. 
PDRB Antar Kabupaten (Juta Rupiah) 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 
Kab. 
Majene 
2.236.000 2.401.000 2.534.000 2.670.000 2.823.000 
Kab. 
Polman 
5.405.000 5.885.000 6.311.000 6.773.000 7.277.000 
Kab. 
Mamasa 
1.404.000 1.498.000 1.573.000 1.651.000 1.762.000 
Kab. 
Mamuju 
4.638.000 5.098.000 5.528.000 6.016.000 6.476.000 
Kab. 
Mamuju 
Utara 
3.931.000 4.395.000 4.758.000 5.532.000 6.037.000 
Kab. 
Mamuju 
Tengah 
1.402.000 1.520.000 1.603.000 1.695.000 1.797.000 
Sul-Bar 19.028.000 20.787.000 22.229.000 24.200.000 25.983.000 
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Pendapatan Perkapita Kabupaten 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-
rata 
Kab. Majene 14,54 15,20 15,95 16,58 17,23 15,89 
Kab. Polman 13,47 14,37 15,32 16,23 17,22 15,31 
Kab. Mamasa 9,86 10,24 10,66 11,03 11,61 10,67 
Kab. Mamuju 19,33 20,69 21,92 23,23 24,37 21,90 
Kab. Mamuju 
Utara 
27,67 30,21 32,13 36,28 38,59 32,97 
Kab. Mamuju 
Tengah 
12,80 13,57 13,92 14,35 14,81 13,88 
SUL-BAR 16,00 17,06 18,02 19,23 20,26 18,11 
 
Jumlah Penduduk Kabupaten (Ribu) 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015  
Kab. 
Majene 
153.869 15 8.036 158.890 161.132 163.896 
Kab. 
Polman 
401.272 409.648 412.122 417.472 422.793 
Kab. 
Mamasa 
142.416 146.292 147.660 149.809 151.825 
Kab. 
Mamuju 
239.972 246.442 252.262 258.984 265.800 
Kab. 
Mamuju 
Utara 
142.075 145.502 148.129 152.505 156.464 
Kab. 
Mamuju 
Tengah 
109.599 112.085 115.188 118.188 121.384 
SUL-BAR 1.189.203 1.218.005 1.234.251 1.258.090 1.282.162 
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 2011-2015 
Tahun 2011-
2012 
2012-
2013 
2013-
2014 
2014-
2015 
Rat-rata 
Kab. Majene 6,87 5,25 5,09 5,42 5,66 
Kab. Polman 8,16 6,75 6,82 6,93 7,17 
Kab. Mamasa 6,28 4,77 4,72 6,30 5,52 
Kab. Mamuju 9,02 7,78 8,11 7,10 8,00 
Kab. Mamuju 
Utara 
10,56 7,63 13,99 8,37 10,14 
Kab. Mamuju 
Tengah 
7,76 5,18 5,43 5,68 6,01 
SUL-BAR 8,46 6,49 8,14 6,86 7,49 
4. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 
a. Perhitungan IW Prov Sulbar Tahun 2011 
Rumus Indeks Williamson 𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖−𝑌)
2(
𝑓𝑖
𝑛⁄ )
𝑌
 
Ket 
IW : Indeks Williamson 
Yi : Pendapatan perkapita di kabupaten 
Y : Pendapatan perkapita provinsi 
fi : Jumlah Penduduk di kabupaten 
n : Jumlah Penduduk di Provinsi 
Dari data penelitian diketahui: 
Y = 1.600.063 
n = 1.189.203 
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Kabupaten 𝒀𝒊  𝒀𝒊 − 𝒚  (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐  𝒇𝒊
𝒏⁄   (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐 (
𝒇𝒊
𝒏⁄ )  
Majene 1.453.184 -146.879 21573440641 0,129 2782973842.689 
Polman 1.346.966 -253.097 64058091409 0,337 21587576804.833 
Mamasa 985. 844 -614.219 377264979961 0,119 44894532615.359 
Mamuju 1.932.725 332.662 110664006244 0,201 22243465255.044 
Mamuju 
Utara 
2.766.844 1.166.781 1361377901961 0,119 162003970333.359 
Mamuju 
Tengah 
1.279.208 -320.855 102947931025 0,092 9471209654.3 
    Total 262983728505.584 
Perhitungan  
𝐼𝑊 =
√262983728505.584
1600063
=
512819.392
1600063
= 𝟎, 𝟑𝟐𝟎 
b. Perhitungan IW Prov Sulbar Tahun 2012 
Rumus Indeks Williamson 𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖−𝑌)
2(
𝑓𝑖
𝑛⁄ )
𝑌
 
Ket 
IW : Indeks Williamson 
Yi : Pendapatan perkapita di kabupaten 
Y : Pendapatan perkapita provinsi 
fi : Jumlah Penduduk di kabupaten 
n : Jumlah Penduduk di Provinsi 
Dari data penelitian diketahui: 
Y = 1.706.643 
n = 1.218.005 
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Kabupaten 𝒀𝒊  𝒀𝒊 − 𝒚  (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐  𝒇𝒊
𝒏⁄   (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐 (
𝒇𝒊
𝒏⁄ )  
Majene 1519274 -187369 35107142161 0,130 4563928480,93 
Polman 1436599 -270044 72923761936 0,336 24502384010,496 
Mamasa 1023979 -682664 466030136896 0,120 55923616427,52 
Mamuju 2068640 361997 131041828009 0,202 26470449257,818 
Mamuju 
Utara 
3020577 1313934 1726422556356 0,119 205444284206,364 
Mamuju 
Tengah 
1356113 -350530 122871280900 0,092 11304157842,8 
    Total 328208820225,928 
Perhitungan  
𝐼𝑊 = √
328208820225,928
1.706.643
=
572895,121
1.706.643
= 0,335 
c. Perhitungan IW Prov Sulbar Tahun 2013 
Rumus Indeks Williamson 𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖−𝑌)
2(
𝑓𝑖
𝑛⁄ )
𝑌
 
Ket 
IW : Indeks Williamson 
Yi : Pendapatan perkapita di kabupaten 
Y : Pendapatan perkapita provinsi 
fi : Jumlah Penduduk di kabupaten 
n : Jumlah Penduduk di Provinsi 
Dari data penelitian diketahui: 
Y = 1801011 
n = 1.234.251 
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Kabupaten 𝒀𝒊  𝒀𝒊 − 𝒚  (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐  𝒇𝒊
𝒏⁄   (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐 (
𝒇𝒊
𝒏⁄ )  
Majene 1594814 -206197 42517202809 0,128 5442201959,552 
Polman 1531342 -269669 72721369561 0,333 24216216063,813 
Mamasa 1065285 -735726 541292747076 0,119 64413836902,044 
Mamuju 2191372 390361 152381710321 0,204 31085868905,484 
Mamuju 
Utara 
3212065 1411054 1991073390916 0,120 238928806909,92 
Mamuju 
Tengah 
1391638 -409373 167586253129 0,093 15585521540,997 
    Total 379672452281,81 
Perhitungan  
𝐼𝑊 = √
379672452281,81
1.801.011
=
616175,667
1.801.011
= 0,34 
d. Perhitungan IW Prov Sulbar Tahun 2014 
Rumus Indeks Williamson 𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖−𝑌)
2(
𝑓𝑖
𝑛⁄ )
𝑌
 
Ket 
IW : Indeks Williamson 
Yi : Pendapatan perkapita di kabupaten 
Y : Pendapatan perkapita provinsi 
fi : Jumlah Penduduk di kabupaten 
n : Jumlah Penduduk di Provinsi 
Dari data penelitian diketahui: 
Y = 1923550 
n = 1258090 
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Kabupaten 𝒀𝒊  𝒀𝒊 − 𝒚  (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐  𝒇𝒊
𝒏⁄   (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐 (
𝒇𝒊
𝒏⁄ )  
Majene 1657026 -266524 71035042576 0,128 9092485449,728 
Polman 1622384 -301166 90700959556 0,331 30022017613,036 
Mamasa 1102069 -821481 674831033361 0,119 80304892969,959 
Mamuju 2322923 399373 159498793129 0,205 32697252591,445 
Mamuju 
Utara 
3627422 1703872 2903179792384 0,121 351284754878,464 
Mamuju 
Tengah 
1434155 -489395 239507466025 0,093 22274194340,325 
    Total 525675597842,957 
Perhitungan  
𝐼𝑊 = √
525675597842,957
1.923.550
=
725034,894
1.706.643
= 0,376 
e. Perhitungan IW Prov Sulbar Tahun 2015 
Rumus Indeks Williamson 𝐼𝑊 =
√∑(𝑌𝑖−𝑌)
2(
𝑓𝑖
𝑛⁄ )
𝑌
 
Ket: 
IW : Indeks Williamson 
Yi : Pendapatan perkapita di kabupaten 
Y : Pendapatan perkapita provinsi 
fi : Jumlah Penduduk di kabupaten 
n : Jumlah Penduduk di Provinsi 
Dari data penelitian diketahui: 
Y = 2026498 
n = 1282162 
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Kabupaten 𝒀𝒊  𝒀𝒊 − 𝒚  (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐  𝒇𝒊
𝒏⁄   (𝒀𝒊 − 𝒚)
𝟐 (
𝒇𝒊
𝒏⁄ )  
Majene 1722433 -304065 92455524225 0,127 11741851576,575 
Polman 1721173 -305325 93223355625 0,329 30670484000,625 
Mamasa 1160546 -865952 749872866304 0,118 88484998223,872 
Mamuju 2436418 409920 168034406400 0,207 34783122124,8 
Mamuju 
Utara 
3858395 1831897 3355846618609 0,122 409413287470,298 
Mamuju 
Tengah 
1480425 -546073 298195721329 0,094 28030397804,926 
    Total 603124141201,096 
Perhitungan  
𝐼𝑊 = √
603124141201,096
2026498
=
776610,675
2026498
= 0,383 
5. Proses pengolahan data analisis Kurva “U-Terbalik” dalam penelitian. 
* Curve Estimation. 
TSET NEWVAR=NONE. 
CURVEFIT 
  /VARIABLES=IndeksWilliamson WITH PDRBPerkapita 
  /CONSTANT 
  /MODEL=QUADRATIC 
  /PRINT ANOVA 
  /PLOT FIT. 
 
Curve Fit 
Model Description 
Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 IndeksWilliamson 
Equation 1 Quadratic 
Independent Variable PDRBPerkapita 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations 
,0001 
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Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 6 
Excluded Cases
a
 1 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 
 
Variables 
Dependent Independent 
IndeksWilliamso
n PDRBPerkapita 
Number of Positive Values 5 6 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 1 0 
 
IndeksWilliamson 
Quadratic 
Model Summary 
R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
,763 ,582 ,164 ,023 
The independent variable is PDRBPerkapita. 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression ,002 2 ,001 1,393 ,418 
Residual ,001 2 ,001   
Total ,003 4    
The independent variable is PDRBPerkapita. 
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Coefficients 
 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
PDRBPerkapita 2,747E-8 ,000 ,923 ,288 ,800 
PDRBPerkapita ** 2 -1,066E-15 ,000 -,162 . . 
(Constant) ,302 ,095  3,161 ,087 
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